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SALINAN

Memmbane

NMenginga

REPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASION AL
REPURBLIK INDONIESIA

NOAOR 217/0/2000)
TENTANG

PENMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

bahwa unuk menunjane pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 Gihun dan meningkatkan dayva
mpure bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menctapkan
pembubaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 19992000,

I. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistein Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1989 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomar 33903,

Peraturan Peinerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentny' Pendidikan Prasekolali (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3411); -

3. Perzturan Pemwerimah Nomor 28 Tahun 1990 eniang Pendidikan Dasar (Lembaran Negia
Renunlik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998
(Lembaran Neeara Republii Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3763);
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10.

Peraturan Pemerinth Nomor 29 Taliun 1900 tentane Pendidikan Meneneah (Lembuaran Neogy

Reputstik Indunesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lemls dan Negima Republik [ndonesis

Nomaor 3413) sehacanmnane telah divhah dencan Peratngan Pemerintah Nomor 56 7 ahun Juus

tLembaran Negara Republik Indonesia Talun oo Nomor 91, Tambahan Lembaran Newsara

Republik Indonesiz Nomor 3764): ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 199] tentang Pendidikan Luir Biss tlLembaran Neonrs

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambadyn Lembaran Nevarsy Repuhlil: Tndonesiza

Nomor 3460):

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tuous,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Taia Kerja Departemen, sebagaimana telah diubzh werakhi

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomaor 234/M Tahun 2000 mengenat pembentukan
Kabinet periode tahun 1999 - 2004;

Reputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6296/071978 tentang Susunan Oreanisue
dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/0/1978 tentane Susunan Oreanisasi
dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  034/071097 tentang Perubahan
Nomenklatr SMPp menjadi SLTP seria Organisasi dan Tata Kerja SLTP, scbagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menieri Pendidikan Nasional Nomor 183/C/2000:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/0/1997 tentang  Perubahan
Nomenklatir SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Keria SMU. sebasaimana (el
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasiona! Nomor 090/072000:

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor — 036/0/1997 tentang Perubaban
Nomenklatur SMKTA menjadi SMK sert Organisasi dan Taga Kerja SMK, sebagsiman: telai
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 09vir0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010012600 1wntang Organisasi dan Tt Kerju
Departeaen Pendidikan Nasional.
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NMemperlatii: Do iy RN ; ” N
temperhatikan Persetjuan . Menteri Negara Pendayvacunaan Aparatwr Neoears denoean sthrat Nonuy
SAUNLPAN/ 12000 Tanggal 6 Nopember 2000,

MEMUTUSKAN
Menetapkan NEPUTUSAN MENTER] PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAI TATIUN PEI AJARAN 199920010

Pasal |

(1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa

(SLB), Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
Sekolah Meneneah Umum (SMU). dan Sckol

ah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
(2)

Menegerikan beberapa Sckolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolaly Menengah Umum (SMU) Swasta.

(3)  Nama dan lokasi sekolah sebagaimuna dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum daiam Lampiran I Keputusan
ni.

Pasa] 2

(1 Kedudukan, weas dan funesi, sera susunan orgamsast dan tta kerjn TK. SLB. SLTP. SMU, dan SMK Neseri

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1. masing-masing berlaku ketenwan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan -

a. Nomor 0296/0/1974;
b.  Nomor 0295/0/1978:
c.: Nomor 034/0/1997:
d. Nomor 035/0/1997:
& Nomor 036/0/1997.

(2)  Buagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercanum dalam Lampiran 11 Keputusan ing.
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NMenugaskan Kepaly Kanw

Peneserian sel ol sehacaimana dim

Brava uniik pelaksanim Keputsan ini )y
k)

dalem Kolom 7 Latnpoan I Keputusan mni.

Jengan berlakunya Keputusan inj, Jumilah :

[
] Taman Kanak-kanak

2 Sckolah Luar Biasa

3. Sekolah Lanjutn Tingka Pertama
- Sekolah Meneneah Umum

5 Sekelah Menengah Kejuruan

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia .

Poasal 3

v Wilavah Departemen Pendidiban Savonal J Propinse untuh, melabsanaban pembirdian din
waksud datam Pasa! 1 v berada J witavithuy o PIasIng - nasing.

Parsal o '

agrmasing-masing Propinsi dibebantam padi mata aneearan sehagitmana ercanim

Pasal 3

(TK) Negeri 235 buah;
(SLB) Negeri 38 buzh;

(SLTP) Negeri 10.743 buah;
(SMU) Negeri 2.907 buuh:
(SMK) Negeri 794 buah:

Pasal 6

Keputusan int mulai etk pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangeal 17 Nopember 2000

MENTIER] PENDIDIKAN NASIORNAL,
fHd.

YAIYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : .

—
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Menteri Negara Pendavasunaan Aparatur Negara,
Menteri Dakam Negeri dan Otonomi Dacrah,
Sckretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan i't‘li'.'a.':?'l:.ut',:;:n_:
Pendidikan duan Kebudavaan dalam linglkungan Departemen Pendidilian Nasicnal,

Sckretaris Direlitorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat dJenderal, dan Sehretaria Badan Penclitian dan Pengeoiidangean
Pendidikan dim Kebudayvaan dalam lingkungan Departemen Pendidilian Nasional,

Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Uttuna I (Persera) Balai Postaba dabun hincionnen
Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Badar Kepegawaian Negara,

Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat | setempat,

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,

Ketua Badan Pemeriksa Kenangan,

Dircktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,

Kepala Kantor Perbendabaraan dan Kas Negara setempat,

Komisi VI DPR-RI,

Sckolah yang bersangkutan untuk dipereunakan sebagaimana mestinya,

Salinan sesuai dengan aslinva,

Biro Hulkum dan Hubungan Masvarakat

Departemen Pendidikan Nasional,

- Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
LPeraturan Perundang-undangan,

- ("__“\
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id SLTP Negeri 5 -

Muara Kelinay Kabupaten Musi Rawas
Muara Kelingi

-

@} GSLTF Negeri 8 Lubuk Linggau  Kota Administratif
Lubuk Linggau Lubuk Linggau
. : ' Kabupaten Musi Raras

14 GLTP Negeri 5

Tulung Salapan Kabupaten Ogan Komenng
Tuiung Salapan i

i

15. SLTP Negeri 6 .

~Tulung Salapan Kabupaten Ogan Komiering _
Tulung Salapan

! llir
:
|16, SLTP Negeri 4 1 -

! Pengandonan Kabupaten Ogan Komering
Pengandonan !

. Ulu
i
17. SMU Negeri 19 | SeberangUlu  Kotamadia Palembang 1 11.1.2.4251 23.0i.115
' Palembang i $11.1.2.4251.2301.11 5
: i i | :11.1.2.4251.23.01.11 5
18, SMU Negeri 4 - Baturaja Kota Administratif 111.1.2.4251.2301.11 5
: Baturaja : .Baturaja -11.1.2.4251.23.01.115
: . ; .Kabupaten Ogan Kome - 11.1.2.4251.230i1.115
i : : ring Ulu :11.1.2.4251.2301.145
E : : ' 11.1.2.4251.2301.115 °
.18, SMU Negeri 1 - 'KotaAgung  :Kabupaten Lahat
i Kota Agung :
i i i
20. SMU Negeri 1 - |Muarz Pinang I Kabupaten Lahat f
Muara Pinang i ;
'21. SMU Negeri 4 - ' Lahat ' Kabupaten Lahat :
Lahat . : ; :
22. SMU Negeri 1 r' —= ;Rawas Ulu l[Kad:upale.n. Musi Rawas '
Rawas Ulu ' : |
F ; :
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MENTER!I PENDIDIKAN NASIONAL,

td.
Salinan sesuai dengan aslinya. YAHYA A MUHAIMIN
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

| |

e -
._.--"""’-
Muslikh, S.H.
NIP 131479478
.-ﬁ/"‘/\
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